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ABSTRAK 
SITI DWI MARWAYANTI (B111 10 196), Tinjauan Kriminologis Terhadap 
Kejahatan Pelecehan Seksual (Studi Kasus Tahun 2011-2013 di Kota 
Makassar), di bawah bimbingan Prof. Dr. Aswanto, S.H.,M.S., DFM. 
Selaku Pembimbing I dan Abd. Asis., S.H.,M.H selaku pembibing II. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dua hal yaitu untuk 
mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan pelecehan seksual, dan 
untuk mengetahui upaya yang perlu dilakukan untuk menanggulangi 
kejahatan pelecehan seksual di Kota Makassar. 
Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Polrestabes Makassar dan 
Lembaga Pemasyarakatan Klas I kota Makassar. Jenis penelitian yang 
digunakan adalah penelitian pustaka (library research) dan penelitian 
lapangan (field research) , dengan tipe penelitian deskriptif yaitu 
menganalisis data yang diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan 
dengan cara menjelaskan dan menggambarkan  kenyataan objek. Data 
yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari 
objek penelitian di lapangan ada data sekunder yang diperoleh dari hasil 
pustaka. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kejahatan 
pelecehan seksual dalam kurun waktu 2011-2013 mengalami penurunan. 
Adapun faktor penyebab terjadinya kejahatan pelecehan seksual adalah 
1. Pergaulan bebas, 2. Faktor lingkungan atau tempat tinggal, 3. Faktor 
alkohol, 4. Faktor perkembangan tekhnologi yang semakin canggih, 5. 
Faktor kurangnya pemahaman terhadap hukum, 6. Peranan korban. 
Upaya menanggulangi kejahatan pelecehan seksual adalah dengan cara 
melakukan 2 cara yaitu melalui tindakan preventif yang harus dilakukan 
oleh setiap elemen, oleh individu, masyarakat, pemerintah, dan kepolisian. 
Yang kedua yaitu melalui tindakan represif yang dilakukan oleh aparat 
penegak hukum yaitu kepolisian dan Lembaga Pemasyarakatan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Saat ini kejahatan pelecehan seksual merupakan kejahatan yang 
cukup mendapat perhatian dikalangan masyarakat. Kasus kejahatan 
pelecehan seksual sering diberitakan dimedia cetak maupun media 
elektronik. Jika dilihat dari  sejarahnya, tindak pidana ini sudah ada sejak 
dulu sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti 
perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan 
berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh 
dengan sebelumnya.  
Kejahatan pelecehan seksual ini tidak hanya terjadi di kota-kota 
besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau 
pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih 
memegang nilai tradisi dan adat istiadat. Sebagaimana telah diketahui 
bahwa dalam perkembangan sosial dewasa ini, banyak terjadi kejahatan 
pelecehan seksual di kalangan masyarakat. 
 Pelecehan seksual suatu bentuk perilaku yang memberikan 
dampak yang tidak menyenangkan terhadap korban yang mendapatkan 
perlakuan tersebut. Banyak kasus pelecehan seksual yang dilakukan 
mulai dari yang sekedar gurauan yang bersifat seksual yang tidak 
diinginkan sampai tindakan yang hampir menjurus ke pemerkosaan. 
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Kasus-kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku 
terhadap korban seperti meraba-raba tubuh si korban, sampai dengan 
tindakan-tindakan yang melecehkan orang lain yang menyangkut tentang 
perendahan harkat dan martabat orang lain. Padahal dampak yang 
dihasilkan sama, meski mungkin dalam kadar yang berbeda. Hampir 
setiap hari jenis dari kasus pelecehan seksual terjadi. 
Pelaku kejahatan pelecehan seksual adalah laki-laki dan korbannya 
adalah perempuan. Biasanya yang merupakan pelaku dari pelecehan 
seksual adalah laki-laki yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Hal 
ini dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaan atau menganggap 
dirinya lebih berkuasa daripada yang dilecehkan, sehingga dapat 
melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. 
Pelecehan seksual lebih sering terjadi sebagai kasus yang 
dilakukan sekelompok orang terhadap korbannya yang terjadi pada kaum 
perempuan.Di masyarakat Indonesia secara umum adalah si pelaku 
belum mengenal korbanya dan lebih sering terjadi di tempat-tempat umum 
seperti pasar, pusat pembelanjaan, pemberhentian bus (halte bus), 
didalam angkutan umum, bioskop atau sering pula terjadi di tempat umum 
dimana banyak laki-laki sedang bergerombol dan duduk-duduk. 
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Menurut Collier (1992), http://journal.unair.ac.id/filer 
PDF/Perlindungan%20dan%20Penegakan%0HAM.pdf. (Diakses 22 
November 2013 pukul 13.45 wita ), Pelecehan seksual merupakan 
komentar verbal, gerakan tubuh atau kontak fisik yang bersifat seksual 
yang dilakukan seseorang dengan sengaja, dan tidak dikehendaki atau 
tidak diharapkan oleh korban. Bentuk tindakan seksual itu dapat berupa 
menyiuli perempuan di jalanan, menceritakan lelucon kotor pada 
seseorang yang merendahkan derajatnya hingga tindakan tidak senonoh 
seperti memamerkan tubuh atau alat kelamin terhadap orang lain. 
Kasus kejahatan pelecehan seksual paling banyak menimbulkan 
kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, 
maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan 
diatas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan 
cabul yang umumnya tanpa kehadiran orang lain. 
Walaupun banyak kejahatan pelecehan seksual yang telah 
diproses sampai ke pengadilan, tapi kasus-kasus itu pelakunya tidak 
dijatuhi hukuman yang maksimal. Sesuai dengan  ketentuan perundang-
undangan yang dicantum dalam BAB XIV tentang kejahatan terhadap 
kesusilaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat 
KUHPidana) : 
a. Pasal 281-283 (kejahatan terhadap kesopanan). 
b. Pasal 285 (kejahatan pemerkosaan). 
c. Pasal 289-296(kejahatan pencabulan). 
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Sudarto  (Barda Nawawi Arief, 2008:6), mengemukakan bahwa : 
untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional 
dari masyarakat, yaitu dengan cara politik kriminal. Kebijakan atau 
upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan 
bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence). 
Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari politik 
kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai 
kesejahteraan masyarakat. 
Alasan kasus-kasus pelecehan seksual tidak dilaporkan oleh 
korban kepada aparat kepolisian untuk ditindak lanjuti sebagai kejahatan 
karena beberapa faktor, diantaranya korban merasa malu dan tidak ingin 
aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa 
takut karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika 
melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Hal ini tentu saja 
mempengaruhi perkembangan mental/kejiwaan dari para korban dan juga 
berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri untuk 
mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. 
Faktor korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau 
menyelesaikan kasus pelecehan seksual ini, hal ini memerlukan 
keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya 
kepada polisi, karena pada umumnya korban mengalami ancaman dari 
pelaku dan hal ini membuat korban merasa takut dan trauma. Diharapkan 
dari pengaduan ini, maka kasusnya dapat terbuka dan dapat dilakukan 
proses pemeriksaan sehingga korban akan memperoleh keadilan atas 
apa yang menimpa dirinya. Berdasarkan hukum positif, maka pihak 
korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak pidana. 
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 Kejahatan pelecehan seksual adalah salah satu bentuk pelecehan 
dan kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan 
posisi perempuan, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra 
seksual perempuan telah ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki, 
ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan, sehingga dia 
terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan 
penyiksaan fisik dan psikis. Perhatian dan perlindungan terhadap 
kepentingan korban tindak pidana pelecehan seksual baik melalui proses 
peradilan pidana maupun melalui saran kepedulian sosial tertentu 
merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan 
hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik oleh lembaga 
eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosial 
yang ada. 
 Di Negara Indonesia setiap orang harus mendapatkan 
perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat 
membahayakan keselamatan warganya. Sesuai dengan tujuan nasional 
bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UUD NKRI 1945)  
pada alinea keempat yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah 
indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 
bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. 
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 Berdasarkan pemahaman dan uraian diatas maka dalam hal ini 
penulis tertarik untuk membahasnya dan dituangkan dalam bentuk 
proposal penelitian skripsi dengan judul “Tinjauan Kriminologis 
Terhadap Kejahatan Pelecehan Seksual Di Kota Makassar”. 
  
 
B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka penulis 
memfokuskan pada perumusan masalah sebagai berikut: 
1. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan 
pelecehan seksual di kota Makassar? 
2. Bagaimana upaya penegak hukum dalam penanggulangan 
kejahatan pelecehan seksual di kota Makassar? 
 
C. Tujuan Penelitian 
 Adapun mengenai tujuan dan penulisan ilmiah yang bersifat atau 
mengarah terhadap bidang hukum ini bagi penulis adalah: 
1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan 
pelecehan seksual di kota Makassar. 
2. Untuk mengetahui upaya penegak hukum dalam menanggulangi 
terjadinya kejahatan pelecehan seksual di kota Makassar. 
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D. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan dari penulisan ini adalah: 
1. Dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan 
menjadi dasar bagi peneliti selanjutnya. 
2. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat agar terhindar dari 
tindak pidana pelecehan seksual yang saat ini banyak terjadi dalam 
masyarakat. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi 
Istilah “kriminologi” pertama kali digunakan oleh antropolog 
Perancis, Paul Topinard (Lilik Mulyadi, 2004:84) dari kata “crimes” yang 
artinya kejahatan dan “logos” yang artinya ilmu pengetahuan. 
Beberapa sarjana memberikan definisi berbeda mengenai 
kriminologi ini seperti: 
Soedjono Soekanto (1985:3), mengemukakan bahwa : 
Pengertian kriminologi yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan 
hukum pidana,secara khusus mempelajari sebab-sebab terjadinya 
kejahatan dan sekaligus mencari upaya penanggulangannya dapat 
ditinjau dari segi etimologi dan terminologi. 
Soedjono Soekanto (1985:4), mengemukakan bahwa : 
Dari segi etimologi, istilah “kriminologi” terdiri dari dua suku kata 
“crime” (kejahatan) dan “logos” (ilmu pengetahuan). Jadi menurut 
pandangan etimologi, maka istilah kriminologi berarti suatu ilmu 
pengetahuan yang mempelajari segala suatu tentang kejahatan 
dan kejahatan yang dilakukannya. 
Romli Atasasmita (1984:1-2), membedakan kriminologi menjadi dua 
bagian yaitu: 
a. Kriminologi  dalam arti sempit yaitu mempelajari kejahatan. 
b. Kriminologi dalam arti luas yaitu mempelajari ponologi dan 
metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi 
kejahatan dengan tindakan-tindakan non posivitie. Secara tegas 
dapat diartikan bahwa batasan dalam arti yuridis dalam tingkah 
laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. 
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Bonger (1982:21), mengemukakan bahwa kriminologi dalam ilmu 
pengetahuan (kriminologi teoritis atau murni) menyelidiki gejala kejahatan 
seluas-luasnya. 
Selanjutnya Bonger dalam bukunya yang berbeda (Topo Santoso 
dan Eva Achjani, 2004:9) membagi kriminologi menjadi kriminologi murni 
yang mencakup: 
a. Antropologi Kriminil, yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang 
jahat (somatis). 
b. Sosiologis Kriminil, yaitu ilmu tentang kejahatan sebagai suatu gejala 
masyarakat. 
c. Psikologi Kriminil, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang 
dilihat dari sudut jiwanya. 
d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil, yaitu ilmu tentang penjahat 
yang sakit jiwa atau urat saraf. 
e. Penologi, yaitu ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman. 
 
Lebih lanjut beberapa sarjana mengemukakan pendapat mengenai 
kriminologi, diantaranya: 
a. Soedjono D (1983:1), mengemukakan bahwakriminologi adalah 
“sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, 
mempelajari cara-cara memperbaiki kejahatan dan cara-cara 
mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan”. 
 
b. Rusli Effendy (1983:9), mengemukakan bahwa kriminologi 
adalah“yang melakukan kejahatan itu sendiri, tujuannya ialah 
mempelajari sebab-sebabnya itu timbul karena bakat orang itu 
karena kejahatan. Ataukah sebab karena adanya masyarakat 
disekitarnya (Millew), baik keadaan sosiologis maupun ekonomis”. 
 
c. Abdul Syani (1987:9), mengemukakan bahwa“kriminologi sebagai 
bagian dari science yang dengan penelitian empiris berusaha 
memberikan gambaran tentang fakta-fakta. Kriminologi 
dipandangnya sebagai suatu istilah global untuk suatu lapangan ilmu 
pengetahuan yang demikian tidak mungkin dikuasai oleh seorang 
ahli saja”. 
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d. J. Constan (Abdusyani, 1987:10), mengemukakan bahwa kriminologi 
adalah “ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor 
yang menjadi sebab musabab terjadinya suatu kejahatan dan 
penjahat”. 
e. Wolfgang, Savitz dan Johnston (Topo Santoso dan Eva Achajani, 
2004:120), memberikan defenisi “kriminologi sebagai kumpulan ilmu 
pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh 
pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan 
mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, 
keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan fator-faktor kausal yang 
berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi 
masyarakat terhadap keduanya”. 
 
A. S Alam (2010:2), berdasarkan defenisi-defenisi tersebut diatas, 
maka ruang lingkup kriminologi mencakup tiga hal pokok yakni: 
a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making laws) 
b. Etimologi criminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan 
terjadinya kejahatan (breaking of laws), dan  
c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the breaking 
of laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada 
pelanggar hukum berupa tindakan reprsif tetapi juga reaksi 
terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya 
pencegahan kejahatan (criminal prevention). 
A. S Alam (2010:2), pokok bahasan dalam proses pembuatan 
hukum pidana (process of making laws) adalah: 
a. Definisi kejahatan 
b. Unsur-unsur kejahatan 
c. Relativitas pengertian kejahatan 
d. Penggolongan kejahatan 
e. Statistik kejahatan 
A. S Alam (2010:3), pokok bahasan dalam etiologi (breaking laws) 
adalah: 
a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi 
b. Teori-teori kriminologi 
c. Berbagai perspektif kriminologi 
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A. S Alam (2010:3), pokok bahasan dalam bagian ketiga adalah 
perlakuan terhadap perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum 
(reacting toward the breaking laws) antara lain: 
 Teori-teori penghukuman 
 Upaya-upaya penanggulanggan/pencegahan kejahatan, baik 
berupa tindakan preventif, preventif, represif, & rehabilitatif. 
 
 
B. Tinjauan Umum Mengenai Kejahatan 
 Untuk memperdalam pengetahuan kita tentang permasalahan yang 
dibahas, penulis akan menguraikan beberapa pengertian mengenai 
kejahatan. 
 Sebenarnya tidak ada batasan yang sangat tepat mengenai 
kejahatan, mengingat ruang lingkup yang sangat luas, hal ini sejalan 
dengan pendapat G. W. Bawengan (1991:7), mengemukakan bahwa : 
 Kejahatan adalah nama atau cap yang diberikan oleh orang untuk 
menilai perbuatan tertentu sebagai perbuatan jahat. Oleh karena itu 
pengertiannya sangat relatif, yaitu tergantung dari penilaian 
seseorang untuk menilainya. Jadi apa yang disebut seseorang 
sebagai kejahatan, bukan selalu harus diakui oleh pihak lain 
sebagai kejahatn pula. 
Dengan demikian sangat sulit untuk merumuskan pengertian 
kejahatan secara tepat. Namun untuk mempermudah pengertian dalam 
masalah ini, maka diperlukan beberapa pengertian sebagai landasan 
berpijak. 
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Di dalam kriminologi dikenal beberapa rumusan yang dikemukakan 
oleh beberapa ahli, seperti yang dikutip oleh Soedjono Soekanto dkk. 
(1981 : 20) sebagai berikut : 
Garovalo mengemukakan bahwa kejahatan adalah pelanggaran 
perasaan-perasaan kasih. Thomas melihat kejahatan dari sudut 
pandang psikologi sosial sebagai suatu tindakan yang 
bertentangan dengan solidaritas kelompok dimana pelaku menjadi 
anggotanya, sedangkan Redelife brown mengemukakan kejahatan 
sebagai suatu pelanggaran tata cara (usage) yang menimbulkan di 
dalamnya sanksi pidana. 
 
Selanjutnya, Van Bemellen (Moeljatno, 1982:10) menyatakan 
bahwa kejahatan adalah : 
Tiap kejahatan yang merugikan dari asusila yang dapat 
menimbulkan keguncangan dalam masyarakat dan masyarakat itu 
berhak untuk mencela dan mengadakan perlawanan terhadap 
kelakuan itu dengan jalan menjatuhkan suatu nestapa terhadap 
pelaku perbuatan itu. 
 
Dalam hal ini menitikberatkan pada perbuatan yang merugikan dan 
asusila yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat, 
sehingga pelaku dari perbuatan-perbuatan itu, patut untuk diberi sanksi 
pidana sebagai balasan atas perbuatan yang merugikan. Dengan 
demikian, asusila ditentukan dengan nilai etik masyarakat, sedangkan 
merugikan ditentukan oleh keadaan ekonomi masyarakat,apakah 
terganggu atau tidak oleh kelakuan tersebut. 
 Dari yang dikemukakan Van Bemellen tersebut di atas, bahwa yang 
dimaksud dengan kejahatan, merupakan pengertian kejahatan dilihat dari 
aspek sosial. 
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Berbeda dengan Van Bemellen dan Edwin H. Sutherland (A. S. 
Alam, 1992:3), memberikan defenisi tentang kejahatan secara yuridis 
sebagai berikut: 
Kejahatan dilihat dari segi pandangan hukum adalah setiap 
tindakan yang melanggar peraturan-peraturan yang terdapat dalam 
perundang-undangan suatu Negara. Betapa tidak bermoralnya 
suatu perbuatan, sepanjang perbuatan tersebut tidak dengan jelas 
tercantum di dalam perundang-undangan pidana, hal itu tidak 
merupakan kejahatan. 
 
Selanjutnya Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey (Made 
Darma Weda, 1996:6) mengemukakan 7 syarat untuk perbuatan yang 
dapat dikategorikan sebagai kejahatan, yaitu : 
1. Sebelum suatu perbuatan disebut dengan kejahatan, harus 
terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata yang berupa kerugian. 
2. Kerugian yang ditimbulkan harus merupakan kerugian yang 
dilarang oleh undang-undang dan secara jelas tercantum dalam 
hukum pidana. 
3. Harus ada perbbuatan yang membiarkan terjadinya perbuatan 
yang menimbulkan kerugian tersebut. 
4. Dalam melakukan perbuatan tersebut harus terdapat maksud 
jahat “mens res”. 
5. Harus ada hubungan anatara perilaku dan mens rea. 
6. Harus ada hubungan kausal antara kerugian yang dilarang 
undang-undang dengan perbuatan yang dilakukan atas 
kehendak sendiri (tanpa adanya unsur paksaan). 
7. Harus ada pidana terhadap perbuatan tersebut yang ditetapkan 
oleh undang-undang. 
Pengertian yang agak lebih luas, dikemukakan oleh G. W. 
Bawengan (1991:7) yang membedakan pengertian kejahatan menurut 
penggunaannya masing-masing, yaitu : 
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1. Pengertian secara praktis 
Kejahatan diartikan sebagai suatu pengertian yang merupakan 
campuran arti kejahatan dari bermacam-macam norma, seperti 
norma agama, kesusilaan, kebiasaan dan norma berasal dari adat 
istiadat. Bila terjadi pelanggaran terhadap norma tersebut akan 
timbul suatu reaksi baik berupa hukuman, cemohan, atau 
pengecualian. Norma tersebut dijadikan sebagai tolak ukur untuk 
membedakan perbuatan yang wajar atau perbuatan yang tercela. 
a. pengertian secara religius   
Kejahatan diidentikkan dengan dosa di mana setiap dosa akan 
terancam dengan api neraka terhadap jiwa yang berdosa. Suatu 
perbuatan yang melanggar norma agama akan dikaitkan berdosa. 
Yang berarti melakukan suatu kejahatan. 
b. pengertian secara yuridis 
 Kejahatan dalam arti yuridis dapat kita lihat misalnya dalam sistem 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana). KUHPidana 
membedakan antara perbuatan yang tergolong pelanggaran yang 
terdapat pada buku ketiga KUHPidana, dengan kejahatan yang 
tercantum pada buku kedua KUHPidana. Sehingga jelas bahwa 
yang dimaksud dengan kejahatan dalam KUHPidana adalah setiap 
perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dari buku kedua 
KUHPidana. 
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 Hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan tentang kejahatan, 
yakni perlunya dibedakan antara kejahatan sebagai objek hukum pidana, 
dengan kejahatan sebagai objek kriminologi. Dalam hukum pidana, jelas 
bahwa kejahatan dilihat sebagai peristiwa pidana yang dapat mengancam 
tata tertib masyarakat, karena itu manusia yang bertindk sebagai pelaku 
peristiwa pidana akan diancam dengan hukuman. Berbeda dengan 
kriminologi, yang melihat suatu kejahatan sebagai suatu gejala sosial, 
dimana yang perlu diperhatikan adalah pelaku dalam kedudukannya 
ditengah-tengah masyarakat. Hal itu bukan berarti bahwa kriminologi tidak 
memperhatikan proses penghukuman, sebab kriminologi menghendaki 
juga terciptanya masyarakat yang tertib dan aman. 
C. Tipe Pelaku Kejahatan 
Untuk menanggulangi kejahatan, perlu dikenal tipe-tipe pelaku 
kejahatan dalam hal ini melengkapi konsep penanggulangan kejahatn. 
Penentuan tipe-tipe pelaku kejahatan oleh para kriminologi sangat 
bergantung pada tempat dan waktu penelitian, sehingga setiap para ahli 
menghasilkan tipe yang berlainan. 
Hal ini diungkapkan oleh Hurwitz (Moeljatmo, 1982:157) tentang 
keberadaan tipe-tipe pelanggaran hukum sebagai berikut : 
a. Mendapatkan tantangan karena ketergantungan kepada pendapat 
umum. 
b. Memberikan keleluasaan kepada bermacam-macam pendapat. 
c. Menggaris bawahi unsur-unsur lain dari perbuatan dengan 
mengorbankan. 
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Penelitian sesungguhnya tentang kepribadian sang pelaku dan 
seterusnya. 
Bagaimanapun juga, teori-teori tentang ipe-tipe pelaku kejahatan 
penting bagi kriminologi karena memperhatikan “material typicality” 
(ukuran-ukuran materil) mengenai tipe-tipe pelaku kejahatan. 
Ada beberapa penggolongan tipe-tipe kejahatan yang diajukan para 
ahli, diantaranya adalah klasifikasi menurut Aschaffenburg (J. E. 
Sahepaty, 1982:85-86), yaitu : 
Para penjahat kebetulan : mereka ini melakukan tindak pidana 
karena kealpaan. 
a. Para penjahat karena suasana perasaan : mereka ini tiba-tiba 
berbuat karena pengaruh perasaan. 
b. Para penjahat karena kesempatan : mereka ini berbuat jahat 
karena mempergunakan kesempatan yang kebetulan mereka 
jumpai. 
c. Para penjahat yang bertindak setelah berunding atau 
melakukan persiapan. 
d. Para residivis : cukup kalau mereka pernah dipidana, tanpa 
mempersoalkan apakah delik yang dilakukan sama atau tidak. 
e. Para penjahat kebiasaan : mereka ini dengan teratur 
melakukan kejahatan, terutama dengan sifatnya positif atau 
sudah tumpul perasaannya. 
f. Para penjahat profesional : mereka ini dengan teratur 
melakukan kejahatan secara aktif karena sikap hidup yang 
ditunjukkan pada kejahatan. 
 
Adapun pembagian dari Seelig (J. E. Sahetapy, 1992:89-98), dengan 
bertolak bahwa suatu kejahatan dilakukan akibat dari ciri watak si pelaku 
(disposisinya) atau dari suatu kejadian psikis, menjelang atau selama 
dilakukannya perbuatan itu (kejadian senyatanya) adalah sebagai berikut : 
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a. Penjahat profesional yang malas bekerja. Mereka harus 
melakukan kejahatan sebagai pengganti cara bekerja normal. 
Kemalasan mereka bekerja sangat menonjol dan cara hidup 
mereka sosial. Termasuk dalam kelompok ini ialah para 
pengembara jalanan, para gelandangan dan pelacur. 
b. Penjahat terhadap harta benda karena daya tahan mereka yang 
lemah. Lazimnya mereka dapat menyesuaikan diri dalam 
masyarakat. Bekerja secara normal namun mereka sulit menolak 
godaan dunia luar, juga yang muncul dalam pekerjaan mereka. 
c. Para penjahat karena nafsu agresi. Mereka sangat mudah 
tersinggung sehingga belum agresif (penganiayaan) atau 
mengungkapkan secara lisan atau tulisan (penghinaan, 
pencemaran nama, penodaan nama). 
d. Penjahat karena ketiadaan penguasaan diri secara seksual. 
Termasuk dalam kelompok ini hanya mereka yang perbuatannya 
langsung memuaskan nafsu seksual atau hanya nafsu. Oleh 
karena itu mereka tida cukup mampu menguasai diri mereka. 
Perbuatan mereka ini dapat ditujukan kepada perbuatan-
perbuatan seksual yang normal atau abnormal. 
e. Penjahat karena psikis. Mereka ini melihat kejahatan sebagai 
suatu jalan keluar dalam krisis hidup mereka. Termasuk dalam 
kelompok ini, pembunuhan berencana karena cintanya yang 
tidak dijawab dan aborsi atas kehamilan diluar nikah. 
18 
f. Penjahat reaktif-primitif. Tipe ini ditujukan pada orang-orang 
dengan perasaan yang meledak dan tidak dapat dikuasai oleh 
mereka sendiri. Situasi perasaan adalah akibat dari suatu 
pengalaman secara tiba-tiba, tetapi juga dari suatu penumpukan 
pengalaman atau kejadian yang seolah-olah menimbung 
perasaan itu, dan peledakan dapat terjadi pada waktu yang 
sama sekali tidak terduga. 
g. Penjahat karena keyakinan. Orang-orang ini yakin bahwa 
perbuatan mereka itu merupakan suatu kewajiban. Mereka 
mempunyai keinginan untuk berbuat karena keyakinan secara 
rohani yang menempatkan norma individual lebih tinggi dari pada 
norma hak atau kelompok. Bilamana norma yang bersangkutan 
untuk berbuat, baru yang bersangkutan dapat dinamakan 
penjahat karena keyakinan. 
h. Penjahat yang tidak memiliki disiplin dalam pergaulan hidup. 
Mereka ini tidak bersedia atau tidak mampu menyampaikan 
kepentingannya sendiri. Tindak pidana yang kemudian terjadi 
bisa Culpa atau Dolus. 
i. Bentuk-bentuk campuran. Disamping 18 tipe murni tersebut di 
atas, ada bentuk-bentuk campuran, dan yang terpenting 
diantaranya adalah 
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a. Penjahat profesional yang malas bekerja (kelompok), yang 
sekaligus adalah penjahat yang tidak menguasai diri secara 
seksual (kelompok 4). 
b. Penjahat profesional yang malas bekerja dan sekaligus 
penjahat karena nafsu agresi. 
D. Tinjauan Umum Mengenai Pelecehan Seksual 
1. Pengertian Pelecehan Seksual 
 Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang 
terkait dengan seks yang tidak diinginkan, termasuk permintaan untuk 
melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik 
merujuk pada seks. Pelecehan seksual merupakan bentuk dari 
deskriminasi seksual. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990), 
pengertian pelecehan seksual adalah pelecehan yang merupakan bentuk 
pembendaan dari kata kerja melecehkan yang berarti menghinakan, 
memandang rendah, mengabaikan. Sedangkan seksual memiliki arti hal 
yang berkenan dengan seks atau jenis kelamin, hal yang berkenaan 
dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Dengan 
demikian, berdasarkan pengertian tersebut maka pelecehan seksual 
berarti suatu bentuk penghinaan atau memandang rendah seseorang 
karena hal –hal yang berkenan dengan seks, jenis kelamin atau aktivitas 
seksual antara laki –laki dan perempuan. 
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Pelecehan seksual secara umum menurut Guntoro Utamadi dan  
Paramitha Utamadi (2001), http://journal.unair.ac.id/filer 
PDF/Perlindungan%20dan%20Penegakan%0HAM.pdf. Diakses 22 
November 2013 pukul 13.45 adalah segala macam bentuk perilaku yang 
berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara 
sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran, sehingga 
menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan 
sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut. 
Sedangkan secara operasional, pelecehan seksual di definisikan 
berdasarkan hukum sebagai adanya bentuk dari diskriminasi seksual. 
Menurut Collier (1992), http://journal.unair.ac.id/filer 
PDF/Perlindungan%20dan%20Penegakan%0HAM.pdf. Diakses 22 
November 2013 pukul 13.45, pengertian pelecehan seksual disini 
merupakan segala bentuk perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan 
oleh yang mendapat perlakuan tersebut, dan pelecehan seksual yang 
dapat terjadi atau di alami oleh semua perempuan. Sedangkan menurut 
Rubenstein (Collier,1992) pelecehan seksual sebagai sifat perilaku 
seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks 
yang menyinggung penerima. 
Pelecehan seksual adalah segala bentuk perilaku yang 
melecehkan atau merendahkan yang berhubungan dengan dorongan 
seksual, yang merugikan atau membuat tidak senang pada orang yang 
dikenai perlakuan itu. Atau bisa juga diartikan setiap perbuatan yang 
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memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau 
menempatkan seseorang sebagai objek perhatian seksual yang tidak 
diinginkannya. Pada dasarnya perbuatan itu dipahami sebagai 
merendahkan dan menghinakan pihak yang dilecehkan sebagai manusia 
(Guntoro Utamadi dan Paramitha Utamadhi, 2001). 
Menurut Collier (1992), http://journal.unair.ac.id/filer 
PDF/Perlindungan%20dan%20Penegakan%0HAM.pdf. Diakses 22 
November 2013 pukul 13.45 mengungkapkan pengertian pelecehan 
seksual terhadap perempuan terbagi dalam dua bagian, yaitu adanya 
hubungan seksual, dan tidak adanya hubungan seksual. Maksud dari 
adanya hubungan seksual yaitu merupakan suatu bentuk tindakan yang 
dilakukan terhadap pihak lain, baik yang dilakukan perorangan atau lebih 
dari seorang. Sebaliknya, maksud dari tidak adanya hubungan seksual 
yaitu tindakan mana yang tidak mengakibatkan luka atau penderitaan 
pada fisik si korban, dilakukan si pelaku dengan tidak menggunakan 
kekerasan fisik dan suara (misalnya seperti : siulan, desakan  tertentu, 
ucapan yang tidak senonoh), pandangan mata yang tidak sopan secara 
demontratif, sentuhan-sentuhan fisik (tidak dengan kekerasan) pada 
bagianbagian tubuh tertentu si korban lebih banyak merupakan akibat 
mental-mental fisik dan bukan pada akibat pada fisik. Pelecehan seksual 
merupakan komentar verbal, gerakan tubuh atau kontak fisik yang bersifat 
seksual yang dilakukan seseorang dengan sengaja, dan tidak dikehendaki 
atau tidak diharapkan oleh target.  
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Menurut Woodrum (Collier, 1992), http://journal.unair.ac.id/filer 
PDF/Perlindungan%20dan%20Penegakan%0HAM.pdf. Diakses 22 
November 2013 pukul 13.45, pelecehan seksual dapat terjadi atau dialami 
oleh perempuan. Sedangkan menurut Guntoro Utamadi dan Paramitha 
Utamadhi, (2001) pelecehan seksual dapat diartikan sebagai jenis 
tindakan seksual yang tidak diundang dan tidak dikehendaki oleh 
korbannya dan menimbulkan perasaan tidak suka. Bentuk tindakan 
seksual itu dapat berupa menyiuli perempuan di jalanan, menceritakan 
lelucon kotor pada seseorang yang merendahkan derajatnya hingga 
tindakan tidak senonoh dan tindakan pemerkosaan pada orang lain. 
Mboek (Basri, 1994), http://journal.unair.ac.id/filer 
PDF/Perlindungan%20dan%20Penegakan%0HAM.pdf. Diakses 22 
November 2013 pukul 13.45, mengemukakan bahwa pelecehan seksual 
merupakan perbuatan yang biasannya dilakukan pria dan ditujukan 
kepada wanita dalam bidang seksual yang tidak disukai oleh wanita. 
Sebab ia merasa terhina, tetapi kalau perbuatan itu ditolak ada 
kemungkinan ia menerima akibat buruknya. 
Dari beberapa definisi pelecehan seksual diatas dapat disimpulkan 
bahwa pengertian pelecehan seksual itu sendiri merupakan perilaku atau 
tindakan yang mengganggu, menjengkelkan, dan tidak diundang yang 
dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap pihak lain yang 
berkaitan langsung dengan jenis kelamin pihak yang diganggunya dan 
diraskan menurunkan martabat dan harkat diri orang yang diganggunya. 
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Pelecehan seksual itu sendiri bertindak sebagai tindakan yang bersifat 
seksual atau kecenderungan bertindak seksual yang terimtimidasi non 
fisik (kata-kata, bahasa, gambar) atau fisik (gerakan kasat mata dengan 
memegang, menyentuh, meraba atau mencium) yang dilakukan seorang 
laki-laki terhadap perempuan. 
Menurut Mboiek (1992:1) dan Stanko (1996:56) pengertian 
pelecehan seksual adalah suatu perbuatan yang biasanya dilakukan laki –
laki dan ditujukan kepada perempuan dalam bidang seksual, yang tidak 
disukai oleh perempuan sebab ia merasa terhina, tetapi kalau perbuatan 
itu ditolak ada kemungkinan ia menerima akibat buruk lainnya. 
Menurut Sanistuti (Daldjoeni,1994:4), pelecehan seksual adalah 
semua tindakan seksual atau kecenderungan bertindak seksual yang 
bersifat intimidasi nonfisik (kata –kata, bahasa, gambar) atau fisik 
(gerakan kasat mata dengan memegang, menyentuh, meraba, mencium) 
yang dilakukan seorang laki-laki atau kelompoknya terhadap perempuan 
atau kelompoknya . 
Dalam pelecehan seksual terdapat unsur –unsur yang meliputi : 
a. Suatu perbuatan yang berhubungan dengan seksual, 
b. Pada umumnya pelakunya laki –laki dan korbannya perempuan, 
c. Wujud perbuatan berupa fisik dan nonfisik, 
d. Tidak ada kesukarelaan.  
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Dari pengertian tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa unsur 
utama yang membedakan pelecehan seksual atau bukan adalah tindakan 
“suka sama suka”. 
2. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual 
Matlin (1987), Pelecehan seksual mencakup perilaku menetap, 
berbicara mengenaiseksualitas, menyentuh tubuh perempuan, mencoba 
memaksa perempuan untukmelakukan tindakan seksual yang tidak 
diinginkan, mengajak kencan berulangkali hingga sampai dengan 
pemerkosaan. 
Selain itu secara lebih jelas, bentuk-bentuk yang dianggap sebagai 
pelecehan seksual (Collier, 1992) adalah sebagai berikut: 
a. Menggoda atau menarik perhatian lawan jenis dengan siulan. 
b. Menceritakan lelucon jorok atau kotor kepada seseorang yang 
merasakannya sebagai merendahkan martabat. 
c. Mempertunjukan gambar-gambar porno berupa kalender, majalah, 
atau buku bergambar porno kepada orang yang tidak menyukainya. 
d. Memberikan komentar yang tidak senonoh kepada penampilan, 
pakaian, atau gaya seseorang. 
e. Menyentuh, menyubit, menepuk tanpa dikehendaki, mencium dan 
memeluk seseorang yang tidak menyukai pelukan tersebut. 
f. Perbuatan memamerkan tubuh atau alat kelamin kepada orang 
yang terhina karenanya. 
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Guntoro Utamadi dan Paramitha Utamadi (2001), membagi kategori 
pelecehan seksual yang dipakai dalam dasar pengukuran dalam 
SexualExperience Questionnaire (SEQ), yaitu dalam bentuk yang lebih 
tersistematis: 
a. Gender Harassment yaitu pernyataan atau tingkah laku yang 
bersifat merendahkan berdasarkan jenis kelamin. 
b. Seductive Behaviour yaitu permintaan seksual tanpa ancaman, 
rayuan yang bersifat tidak senonoh atau merendahkan. 
c. Sexual Bribery yaitu penyuapan untuk melakukan hal yang berbau 
seksual dengan memberikan janji akan suatu ganjaran. 
d. Sexual Coercion yaitu tekanan yang disertai dengan ancaman 
untuk melakukan hal-hal yang bersifat seksual. 
e. Sexual Assault yaitu serangan atau paksaan yang bersifat seksual, 
gangguan seksual yang terang-terangan atau kasar. 
Sedangkan Kelly (1988), membaginya dalam bentuk pelecehan 
seksual yang dapat dilihat sebagai berikut : 
a. Bentuk Visual : tatapan yang penuh nafsu, tatapan yang 
mengancam, gerakgerik yang bersifat seksual. 
b. Bentuk Verbal : siulan-siulan, gosip, gurauan seksual, 
pernyataanpernyataan yang bersifat mengancam (baik secara 
langsung maupun tersirat). 
c. Bentuk Fisik : menyentuh, mencubit, menepuk-nepuk, menyenggol 
dengan sengaja, meremas, mendekatkan diri tanpa diinginkan. 
26 
Menurut Guntoro Utamadi dan Paramitha Utamadi (2001), ciri-ciri 
utama yang membedakan pelecehan seksual adalah sebagai berikut : 
a. Tidak dikehendaki oleh individu yang menjadi sasaran. 
b. Seringkali dilakukan dengan disertai janji, iming-iming ataupun 
ancaman. 
c. Tanggapan (menolak atau menerima terhadap tindakan sepihak 
tersebut dijadikan pertimbangan dalam penentuan karir atau 
pekerjaan. 
d. Dampak dari tindakan sepihak tersebut menimbulkan berbagai 
gejolak psikologis, diantarannya : malu, marah, benci, dendam, 
hilangnya rasa aman dan nyaman dalam bekerja, dan sebagainya. 
 
E. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan 
Di dalam kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang dapat 
dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang 
berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori tersebut padahakekatnya 
berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan 
penjahat dengan kejahatan. Namun dalam menjelaskan hal tersebut 
sudah tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori 
lainnya. 
Made Darma Weda (1996 : 15-20), mengemukakan teori-teori 
kriminologi tentang kejahatan, sebagai berikut :  
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1. Teori Klasik  
Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan 
tersebar di Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan psikologi hedonistik. 
Menurut psikologi hedonistik setiap perbuatan manusia berdasarkan 
pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang (sakit). Setiap manusia 
berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana 
yang mendatangkan kesenangan dan yang mana yang tidak.  
Menurut Beccaria (Made Darma Weda, 1996:15) bahwa:  
Setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan 
kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dan perbuatan tersebut. 
That the act which I do is the act which I think will give me 
most pleasure. 
Lebih lanjut Beccaria (Purnianti dkk., 1994:21) menyatakan bahwa:  
Semua orang melanggar undang-undang tertentu harus menerima 
hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya 
miskinnya, posisi sosial dan keadaan-keadan lainnya. Hukuman 
yang dijatuhkan harus sedemikian beratnya, sehingga melebihi 
suka yang diperoleh dari pelanggaran undang-undang tersebut. 
Berdasarkan pendapat Beccaria tersebut setiap hukuman yang 
dijatuhkan sekalipun pidana yang berat sudah diperhitungkan sebagai 
kesenangan yang diperolehnya, sehingga maksud 
pendapatBeccariaadalah untuk mengurangi kesewenangan dan 
kekuasaan hukuman.  
Pendapat ekstrim tersebut (Purniati dkk., 1994:21), dipermak 
menjadi dua hal:  
1. Anak-anak dan orang-orang gila mendapat pengecualian atas 
dasar pertimbangan bahwa mereka tidak mampu untuk 
memperhitungkan secara intelegen suka dan duka.  
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2. Hukuman ditetapkan dalam batas-batas tertentu, tidak lagi 
secara absolut, untuk memungkinkan sedikit kebijaksanaan.  
Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang pasti 
untuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat dari 
sifat si pembuat dan tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya 
peristiwa- peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut. 
2. TeoriNeo Klasik.  
Menurut Made Darma Weda(1996:15) bahwa:  
Teori neo klasik ini sebenarnya merupakan revisi atau 
pembaharuan teori klasik, dengan demikian teori neo klasik ini tidak 
menyimpang dari konsepsi-konsepsi umum tenteng sifat-sifat 
manusia yang berlaku pada waktu itu. Doktrin dasarnya tetap yaitu 
bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai rasio yang 
berkehendak bebas dan karenanya bertanggung jawab atas 
perbuatan-parbuatannya dan dapat dikontrol oleh rasa 
katakutannya terhadap hukum. 
 
Ciri khas teori neo klasik (Made Darma Weda,1996:15) adalah 
sebagai berikut :  
a. Adanya perlunakan/perubahan pada doktrin kehendak bebas. 
Kebebasan kehendak untuk memilih dapat dipengaruhi oleh:  
 
i. Patologi, ketidakmampuan untuk bertindak, sakit jiwa, atau 
lain-lain keadaan yang mencegah seseorang untuk 
memperlakukan kehendak bebasnya.  
ii. Premeditasi niat, yang dijadikan ukuran dari kebebasan 
kehendak, tetapi hal ini menyangkut terhadap hal-hal yang 
aneh, sebab jika benar, maka pelaku pidana untuk pertama 
kali harus dianggap lebih bebas untuk memilih dari pada 
residivis yang terkait dengan kebiasaan-kebiasaannya, dan 
oleh karenanya harus dihukum dengan berat.  
b. Pengakuan dari pada sahnya keadaan yang berubah ini dapat 
berupa fisik (cuaca, mekanis, dan sebagainya) keadaan-
keadaan lingkungannya atau keadaan mental dari individu.  
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c. Perubahan doktrin tanggung jawab sempurna untuk 
memungkinkan perubahan hukuman menjadi tanggung jawab 
sebagian saja, sebab-sebab utama untuk mempertanggung 
jawabkan seseorang untuk sebagian saja adalah kegilaan, 
kedunguan, usia dan lain-lain yang dapat mempengaruhi 
pengetahuan dan niat seseorang pada waktu melakukan 
kejahatan.  
d. Dimasukkan persaksian/keterangan ahli di dalam acara 
pengadilan untuk menentukan besarnya tanggung jawab, untuk 
menentukan apakah si terdakwa mampu memilih antara yang 
benar dan salah. 
Berdasarkan ciri khas teori neo klasik, tampak bahwa teori neo-
klasik menggambarkan ditinggalkannya kekuatan yang supra natural, 
yang ajaib (gaib), sebagai prinsip untuk menjelaskan dan membimbing 
terbentuknya pelaksanaan hukum pidana. Dengan demikian teori-teori 
neo-klasik menunjukkan permulaan pendekatan yang naturalistik terhadap 
perilaku/ tingkah laku manusia. 
Gambaran mengenai manusia sebagai boneka yang dikuasai oleh 
kekuatan gaib digantinya dengan gambaran manusia sebagai makhluk 
yang berkehendak sendiri, yang bertindak atas dasar rasiodan 
intelegensia dan karena itu bertanggungjawab atas kelakuannya.  
Menurut A. S. Alam (Kuliah Kriminologi, 13-11-1999) bahwa :  
Teori-teori klasik melihat bahwa orang yang tidak mampu 
menentukan perbuatan nikmat atau tidaknya tidak dapat melakukan 
kejahatan. Olehnya itu menurut ajaran teori neo-klasik, anak-anak 
dan orang yang lemah ingatan dibebaskan dari tanggungjawab atas 
perbuatannya. 
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3. Teori Kartografi/Geografi  
Teori kartografi yang berkembang di Perancis, Inggris, Jerman. 
Teori ini mulai berkembang pada tahun 1830 – 1880 M. Teori ini sering 
pula disebut sebagai ajaran ekologis. Yang dipentingkan oleh ajaran ini 
adalah distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara 
geografis maupun secara sosial.  
Menurut Made Darma Weda (1996:16) bahwa :  
Teori ini kejahatan merupakan perwujudan kondisi-kondisi sosial 
yang ada. Dengan kata lain bahwa kejahatan itu muncul 
disebabkan karena faktor dari luar manusia itu sendiri. 
4. Teori Sosialis  
Teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850 M. Para tokoh 
aliran ini banyak dipengaruhi oleh tulisan dari Marx dan Engels, yang lebih 
menekankan pada determinasi ekonomi.  
Menurut para tokoh ajaran ini (Made Darma Weda 1996:16), 
mengemukakan bahwa Kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan 
ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. 
Satjipto Rahardjo (A.S. Alam, Kuliah Kriminologi, 13-11-1999), 
berpendapat bahwa Kejahatan itu merupakan bayang-bayang manusia 
maka dari itu makin tinggi peradaban manusia makin tinggi pula cara 
melakukan kejahatan. 
Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka untuk melawan 
kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan 
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kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan 
mengurangi terjadinya kejahatan. 
5. Teori Tipologis  
Di dalam kriminologi telah berkembang empat teori yang disebut 
dengan teori tipologis atau bio-typologis. Keempat aliran tersebut 
mempunyai kesamaan pemikiran dan metodologi. Mereka mempunyai 
asumsi bahwa terdapat perbedaan antara orang jahat dengan orang yang 
tidak jahat. Keempat teori tipologis tersebut adalah sebagai berikut: 
6. Teori Lombroso/Mazhab Antropologis  
Teori ini dipelopori oleh Cesare Lombroso. Menurut Lombroso 
(Made Darma Weda 1996:16-17) bahwa :  
Kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir 
(criminal is born). Selanjutnya ia mengatakan bahwa ciri khas 
seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang mana 
sangat berbeda dengan manusia lainnya. 
Adapun beberapa proposisi yang dikemukakan oleh Lombroso 
(Made Darma Weda, 1996:16) yaitu : 
1) Penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe-tipe yang berbeda;  
2) Tipe ini biasa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti 
tengkorak yang asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung 
yang pesek, rambut janggut yang jarang, dan tahan terhadap 
rasa sakit;  
3) Tanda-tanda lahiriah ini bukan merupakan penyebab kejahatan 
tetapi merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung 
mempunyai perilaku kriminal;  
4) Karena adanya kepribadian ini, mereka tidak dapat terhindar 
dari melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan 
kesempatan tidak memungkinkan;  
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5) Penganut aliran ini mengemukakan bahwa penjahat seperti 
pencuri, pembunuh, pelanggar seks dapat dibedakan oleh ciri-
ciri tertentu.  
 
Aliran Lombroso ini bertujuan untuk membantah aliran klasik 
dalam persoalan determinasi melawan kebebasan kemauan dan 
kemudian membantah teori Tarde tentang theory of imitation (Le 
lois de’l imitation).  
Teori Lombroso ini, dibantah oleh Goring dengan membuat 
penelitian perbandingan. Hasil penelitiannya tersebut, Goring(Made 
Darma Weda, 1996:18) menarik kesimpulan bahwa : 
Tidak ada tanda-tanda jasmaniah untuk disebut sebagai tipe 
penjahat, demikian pula tidak ada tanda-tanda rohaniah untuk 
menyatakan penjahat itu memiliki suatu tipe. 
Menurut Goring(Made Darma Weda, 1996:18) bahwa :  
Kuasa kejahatan itu timbul karena setiap manusia mempunyai 
kelemahan/cacat yang dibawa sejak lahir, kelemahan/cacat 
inilah yang menyebabkan orang yersebut melakukan kejahatan. 
Dengan demikian Goring dalam mencari kausa kejahatan 
kembali pada faktor psikologis, sedangkan faktor lingkungan sangat 
kecil pengaruhnya terhadap seseorang. 
7. Teori Mental Tester  
Teori mental Tester ini muncul setelah runtuhnya teori Lombroso. 
Teori ini dalam metodologinya menggunakan tes mental untuk 
membedakan penjahat dan bukan pejahat.  
Menurut Goddard (Made Darma Weda, 1996:18) bahwa :  
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Setiap penjahat adalah orang yang otaknya lemah, karena orang 
yang otaknya lemah tidak dapat menilai perbuatannya, dan 
dengan demikian tidak dapat pula menilai akibat dari 
perbuatannya tersebut atau menangkap serta menilai arti hukum. 
Berdasarkan pendapat tersebut, teori ini memandang kelemahan 
otak merupakan pembawaan sejak lahir dan merupakan penyebab 
orang melakukan kejahatan. 
8. Teori Psikiatrik  
Teori psikiatrik merupakan lanjutan teori-teori Lombroso dengan 
melihat tanpa adanya perubahan pada ciri-ciri morfologi (Made 
Darma Weda, 1996:19) bahwa:  
Teori ini Iebih menekankan pada unsur psikologis, epilepsi dan 
moral insanity sebagai sebab-sebab kejahatan.Teori psikiatrik ini, 
memberikan arti penting kepada kekacauan kekacauan 
emosional, yang dianggap timbul dalam interaksi sosial dan 
bukan karena pewarisan. Pokok teori ini adalah organisasi 
tertentu dari pada kepribadian orang, yang berkembang jauh 
terpisah dari pengaruh jahat, tetapi tetap akan menghasilkan 
kelakuan jahat tanpa mengingat situasi situasi sosial. 
 
9. Teori Sosiologis  
Dalam memberi kausa kejahatan, teori sosiologis merupakan 
aliran yang sangat bervariasi. Analisis sebab-sebab kejahatan 
secara sosiologis banyak dipengaruhi oleh teori kartografik dan 
sosialis.  
Teori ini menafsirkan kejahatan (Made Darma Weda, 1996:19) 
sebagai :  
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Fungsi lingkungan sosial (crime as a function of social 
environment). Pokok pangkal dengan ajaran ini adalah, bahwa 
kelakuan jahat dihasilkan oleh proses-proses yang sama seperti 
kelakuan sosial. Dengan demikian proses terjadinya tingkah laku 
jahat tidak berbeda dengan tingkah laku lainnya termasuk 
tingkah laku yang baik. Orang melakukan kejahatan disebabkan 
karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya. 
 
10. Teori Lingkungan  
Teori ini biasa juga disebut sebagai mazhab Perancis. Menurut 
Tarde (Made Darma Weda, 1996:20) bahwa :  
Teori ini seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh 
faktor di sekitarnya/lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, 
sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan 
pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi. 
Masuknya barang-barang dari luar negeri seperti televisi, buku-
buku serta film dengan berbagai macam reklame sebagai promosinya ikut 
pula menentukan tinggi rendahnya tingkat kejahatan.  
 Menurut Tarde (Made Darma Weda, 1996:20) bahwa :  
Orang menjadi jahat disebabkan karena pengaruh imitation. 
Berdasarkan pendapat Tarde tersebut, seseorang melakukan 
kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya. 
 
11. Teori Biososiologi  
Tokoh dari aliran ini adalah A. D. Prins, van Humel, D. Simons dan 
lain-lain. Aliran biososilogi ini sebenarnya merupakan perpaduan dari 
aIiran antropologi dan aliran sosiologis, oleh karena ajarannya didasarkan 
bahwa tiap-tiap kejahatan itu timbul karena faktor individu seperti keadaan 
psikis dan fisik dari si penjahat dan juga karena faktor lingkungan.  
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Menurut Made Darma Weda, (1996:20) bahwa:  
Faktor individu itu dapat meliputi sifat individu yang diperoleh 
sebagai warisan dari orang tuanya, keadaan badaniah, kelamin, 
umur, intelek, temperamen, kesehatan, dan minuman keras. 
Keadaan lingkungan yang mendorong seseorang melakukan 
kejahatan itu meliputi keadaan alam (geografis dan klimatologis), 
keadaan ekonomi, tingkat peradaban dan keadaan politik suatu 
negara misalnya meningkatnya kejahatan menjelang pemilihan 
umum dan menghadapi sidang MPR. 
 
12. Teori NKK  
Teori NKK ini merupakan teori terbaru yang rnencoba menjelaskan 
sebab terjadinya kejahatan di dalam masyarakat. Teori ini sering 
dipergunakan oleh aparat kepolisian di dalam menanggulangi kejahatan di 
masyarakat.  
Menurut M. Said Karim Kuliah Kriminologi tanggal 21 Juli 2010 
bahwa rumus teori ini adalah:  
N + K1 = K2  
Keterangan:  
N = Niat  
K1 = Kesempatan  
K2 = Kejahatan 
Menurut teori ini dalam Kuliah Kriminologi oleh M. Said Karim pada 
tanggal 21 Juli 2010 bahwa : 
Menurut teori ini, sebab terjadinya kejahatan adalah karena adanya 
niat dan kesempatan yang dipadukan. Jadi meskipun ada niat 
tetapi tidak ada kesempatan, mustahil akan terjadi kejahatan, 
begitu pula sebaliknya meskipun ada kesempatan tetapi tidak ada 
niat maka tidak mungkin pula akan terjadi kejahatan. 
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F. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan. 
Kejahatan adalah suatu gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh 
setiap masyarakat didunia ini. Kejahatan yang didalam keberadaannya 
dirasakan sangat meresahkan disamping itu juga mengganggu ketertiban 
dan ketentraman dalam masyarakat. Oleh karena itu masyarakat 
berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. 
Pelaksanaan pengawasan dan penanggulangan kejahatan menurut 
Walter E. Reekless (Soedjono Dirjosisworo 1976:75) meliputi kegiatan 
operasi kepolisian yang efetif yang harus diorganisir menjadi kekuatan 
pemberantasan yang siaga, mampu menguasai tugas-tugas ritinitasnya 
maupun dalam keadaan darurat. Efektifitas Dinas Kepolisian tidak 
tergantung pada banyaknya penangkapan dan penghukuman terhadap 
penjahat, justru dalam hal pengawasan dan pencegahan kejahatan 
sehingga masyarakat segan untuk melakukan kejahatan. 
Untuk mencegah kejahatan ada 3 (tiga) kegiatan yang dilakukan 
(Soedjono Dirjosisworo, 1984:141) yaitu : 
1. Kegiatan mayoritas untuk menimbulkan komunitas dibidang 
ketebalan iman dan mental individu dalam masyarakat yang 
dilakukan oleh para ulama. 
2. Kegiatan-kegiatan penelitian ilmiah untuk menggali faktor-faktor 
yang berhubungan dengan faktor-faktor yang dapat 
menimbulkan kejahatan-kejahatan dalam masyarakat. 
3. Tindakan unsur-unsur penegak hukum dalam rangka Law 
enforeementme melalui penegak hukum dan koordinasi aparat 
serta partisipasi masyarakat. 
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Upaya penanggulangan telah terus menerus dilakukan oleh semua 
pihak, pemerintah maupun masyarakat pada umumnya dalam hubungan 
ini, E. H. Sutherland dan Creessey (Romli Atmasasmita, 1983 : 66), 
mengemukakan bahwa dalam crime prevention dalam pelaksanaanya ada 
2 (dua) metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi kejahatan, yaitu: 
1. Metode untuk mengurangi penanggulangan dari kejahatan. 
2. Metode untuk mencegah the fist crime. 
Metode pertama merupakan suatu cara yang ditujukan kepada 
pengurangan residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan 
yang dilakukan konseptual. Sedangkan metode yang kedua merupakan 
suatu cara yang dilakukan kepada usaha untuk mencegah terjadinya 
kejahatan yang pertama kali yang akan dilakukan  oleh seorang dan 
metode ini dikenal juga sebagai metode preventon (preventif). 
Jadi upaya penanggulangan kejahatan itu tidak hanya dapat 
dilakukan secara preventif tetapi juga dengan cara represif. 
1. Upaya preventif 
Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk 
mencegah kejahatan yang pertama kali akan dilakukan seseorang. 
Keunggulan preventif dapat digambarkan didalam masalah sekolah anak-
anak nakal, dimana tingkah laku yang baik, tidak berkembang dengan 
tidak hanya menambah kekerasan hukumannya. Banyak perubahan 
ringkah laku itu berhasil dengan adanya perbaian para pengajarnya. 
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Bernest dan Teers (Romli Atmasasmita, 1983 : 79) mengemukakan 
beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu : 
a. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk 
mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-
tekanan sosial dan keadaan ekonomi yang dapat 
mempengaruhi tingkah laku seseorang kearah perbuatan jahat. 
b. Memusatkan perhatian para individu-individu yangmewujudkan 
potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas 
tersebut disebutan gangguan-gangguan biologis dan psikologis 
atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup 
baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis. 
Dari pendapat Bernest dan Teerters tersebut  di atas, menunjukkan 
bahwa kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau 
lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang kearah tingkah laku 
krimnal dapat dikembalikan kepada keadaan baik. Dengan kata lain 
perbaikan dibidang sosial ekonomi adalah mutlak diperlukan untuk 
berhasilnya program penanggulangan kejahatan, sedangkan faktor-faktor 
boilogis, psikologis merupakan faktor sekunder. 
Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana melakukan suatu 
upaya yang positif, bagaimana itu menciptakan suatu kondisi seperti 
keadaan ekonomi, lingkungan kultur masyarakat menjadi suatu daya 
dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti 
menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya 
perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan 
kesadaran dan partisipan masyarakat bahwa keamanan ketertiban adalah 
tanggung jawab bersama. 
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2. Upaya represif 
Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan 
secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. 
Penanggulangan dalam upaya represif dimaksudkan untuk menindak para 
pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya 
kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya 
merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan 
masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak 
akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya juga 
sangat berat. Untuk upaya represif dalam melakukan pelaksanaannya 
dilakukan pula dengan metode perlakuan (treatment) dan penghukuman 
(punishment) yakni : 
a. Perlakuan 
Penerapan dari perlakuan adalah tanggapan dari pelanggaran 
hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini dititik beratkan 
pada upaya si pelaku kejahatan dapat kembali sadar dari kekeliruannya 
dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul di masyarakat seperti 
sediakalanya. 
b. Penghukuman 
Indonesia menrupakan Negara yang didalam pemberian 
penghukuman menganut sistim permasyarakatan, bukan lagi sistem 
kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem 
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pemasyarakatan hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggar hukum ialah 
hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan 
berorientasi pada pembinaan dan perbaikan penjahat. 
Jadi dengan sistem pemasyarakatan disamping narapidana harus 
menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan, mereka juga dibina 
serta dibekali oleh suatu keterampilan agar kelak setelah keluar menjadi 
orang yang berguna dan dapat berintegritas kembali dengan masyarakat 
dan bukan lagi menjadi narapidana yang meresahkan masyarakat, 
sehingga kedudukan mereka jalani setelah keluar dari penjara dapat lebih 
baik karena kesadaran mereka untuk melakukan perubahan didalam 
dirinya maupun bersama dengan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
Dalam penulisan skiripsi ini penulis melakukan penelitian untuk 
memperoleh data atau menghimpun berbagai data, fakta dan informasi 
ang diperlukan.Data yang didapatkan harus mempunyai hubungan yang 
relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga memiliki kualifikasi 
sebagai sistem tulisan ilmiah yang proporsional. 
 
A. Lokasi Penelitian 
 Lokasi penelitian dilaksanakan di kota Makassar sebagai lokasi 
penelitiannya, tepatnya pada Kepolisian Resor Besar Kota Makassar, dan 
Lembaga Permasyarakatan Klas I Makassar. Dengan pertimbangan 
bahwa lokasi tersebut penulis dapat memperoleh data yang diperlukan 
untuk menyusun serta menyelesaikan proposal skripsi ini. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
 Jenis dan sumber data yang terhimpun dari hasil penelitian ini 
diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan, digolongkan ke 
dalam 2 jenis data, yaitu : 
1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui 
penelitian lapangan dengan menggunakan metode wawancara atau 
interview kepada para para pelaku kejahatanpelecehan 
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seksual(terpidana), serta lainnya yang relevan dengan pokok 
permasalahan.  
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 
penulis melalui penelusuran literatur atau kepustakaan, peraturan 
perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, arsip-arsip 
yang berhubungan dengan pokok materi pembahasan.  
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
 Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah 
melalui studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan literatur yang 
berhubungan dengan pemasalahan yang dibahas, serta studi wawancara 
langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten guna memperoleh 
keterangan data tentang subjek dan objek yang diteliti. 
 
D. Analisis Data 
 Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder 
dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif 
yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan 
permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Kepolisian Resort Kota Besar Makassar. 
Keadaan lokasi penelitian merupakan hal yang sangat penting, 
karena untuk mengetahui pengaruh terhadap sesuatu permasalahan 
maka terkadang sangat ditentukan oleh beberapa hal yakni geografis 
dan karakteristik masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu pada sub bab 
ini diuraikan gambaran umum tentang wilayah hukum Kepolisian Resort 
Kota Besar Makassar. 
Kepolisian Resort Kota Besar Makassar beralamatkan Jalan 
Jendral Ahmad Yani Nomor 9 Kota Makassar. Luas wilayah hukum 
Kepolisian Resort Kota Besar Makassar meliputi seluruh wilayah Kota 
Makassar yaitu 175,77 km yang terdiri dari 14 kecamatan ( Mariso, 
Mamajang, Tamalate, Rappocini, Makassar, Ujung Pandang, Wajo, 
Bontoala, Ujung Tanah, Tallo, Panakukang, Manggala, Biringkanaya 
dan Tamalanrea ) dan 143 kelurahan dengan batas-batas sebagai 
berikut : 
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep; 
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa; 
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar; 
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros. 
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Susunan organisasi Kepolisian Resort Kota Besar Makassar 
didasari oleh Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian 
Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia 
(Kapolri) Nomor : 23 Tahun 2010 tanggal 30 september 2010 tentang 
Perubahan Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/366/VI/2010 tanggal 14 
Juni 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja tingkat kepolisian 
Negara Republik Indonesia Resost dan Kepolisian Sektor. Kondisi 
Organsasi  Kepolisian Resort Kota Besar Makassar terdiri dari 
Kepolisian Resort Kota Besar 1 unit dan polsek 12 unit dengan 
kekuatan porsenil polri saat ini terdiri dari polri 2.305 orang dan PNS 55 
orang total Polri dan PNS = 2.360 orang. 
Dalam pelaksanaan tugasnya KaKepolisian Resort Kota Besar 
Makassar dibantu oleh beberapa unsur, baik unsur pelaksana Staf 
maupun pelaksana utama, yaitu : 
a. Pembantu Utama KaKepolisian Resort Kota Besar : Wakil 
Kepala Kepolisian Resort Kota Besar disingkat 
WakaKepolisian Resort Kota Besar. 
b. Unsur Pembantu Pimpinan dan pelaksana staf :  
1. Bagian Operasional;  
2. Bagian Sumber daya;  
3. Bagian Perencanaan;  
4. Seksi Pengawasan;  
5. Seksi Profesi dan Pengamanan;  
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6. Seksi Keuangan; dan  
7. Seksi Umum.  
c. unsur Pelaksana Tugas Pokok:  
1. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu;  
2. Satuan Intelijen Keamanan;  
3. Satuan Reserse Kriminal;  
4. Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat 
Berbahaya;  
5. Satuan Pembinaan Masyarakat;  
6. Satuan Samapta Bhayangkara;  
7. Satuan Lalu Lintas;  
8. Satuan Pengamanan Objek Vital yang;  
d. Unsur Pendukung Seksi Teknologi Informasi Polri  
e. Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan: Polsek jajaran 
Kepolisian Resort Kota Besar Makassar;  
f. Satuan Narkoba;  
g. Satuan Kesamaptaan;  
h. Satuan lalu lintas; dan  
i. Satuan pengamanan objek vital.  
Dalam melaksanakan tugasnya Visi yang di emban Kepolisian 
Resort Kota Besar Makassar adalah: “Terwujudnya Pelayanan 
kamtibmas yang prima dan tegaknya hukum serta terjalinnya sinergi 
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polisional yang proaktif di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Besar 
Makassar.” 
Berdasarkan pernyataan visi yang dicita-citakan tersebut, 
selanjutnya diuraikan dalam Misi yang mencerminkan koridor tugas 
sebagai berikut :  
a. Membangun kemitraan dengan masyarakat di semua level dan 
segala bidang tugas kepolisian.  
b. Terus berupaya membangun dan meningkatkan profesionalisme 
melalui program pendidikan dan latihan yang teratur, bertingkat dan 
berlanjut secara konsisten.  
c. Mencegah dan menaggulangi semua bentuk kejahatan terutama 
perjudian, penyalahgunaan Narkoba dan kejahatan jalanan ( Street 
Crime ).  
d. Meniadakan rasa takut dan khawatir ( Fear Of Crime ) bagi semua 
anggota masyarakat yang berada dalam wilayah hukum Kepolisian 
Resort Kota Besar Makassar.  
e. Membangun budaya bersih dalam kehidupan dan patuh hukum 
dalam semua aspek perilaku baik yang bersifat internal ( bagi 
seluruh Kepolisian Resort Kota Besar Makassar beserta 
keluarganya ) maupun eksternal ( bagi seluruh masyarakat di 
wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Besar Makassar ); dan  
f. Menjadikan Polsek sebagai ujung tombak dalam pelayanan 
terhadap masyarakat.  
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2. Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar. 
Lembaga Pemasyarakatan atau yang biasa disebut dengan 
LAPAS atau LP merupakan tempat untuk melakukan pembinaan 
terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. 
Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, Lapas lebih dikenal dengan 
istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatn merupakan Unit Pelaksana 
Teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dahulu Departement Kehakiman). 
Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap 
para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan 
yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial ataupulihnya 
kesatuan hubungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan 
masyarakat. 
Penghuni Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya berisikan 
narapidana (napi) namun dapat pula diisi oleh Warga Binaan 
Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan 
(dikenal lima jenis tahanan yang dapat ditempatkan dalam Lapas itu 
sendiri yaitu A1 ialah Tahanan Polisi, A2 ialah Tahanan Penuntut 
Umum, A3 ialah Tahanan Pengadilan Negeri, A4 ialah Tahanan 
Pengadilan Tinggi, dan A5 ialah Tahanan Mahkamah Agung), 
maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan 
belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil 
yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga 
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pemasyarakatan di sebut dengan Petugas Pemasyarakatan, atau 
dahulu lebih di kenal dengan istilah sipir penjara. Konsep 
pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman DR. 
Sahardjo pada tahun 1962 dan kemudian ditetapkan oleh Presiden 
Sukarno pada tanggal 27 April 1964 dan tercermin didalam Undang-
Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 
Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas 
dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” 
secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana 
yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, 
agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagiberkehendak untuk 
melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang 
bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya. 
Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem 
pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara 
mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem 
pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah 
penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga 
Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat 
Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964. 
Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan 
penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat 
dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai 
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pemidanaan. Narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek 
yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat 
melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, 
sehingga tidak harus diberantas. Suatu hal yang seharusnya diberantas 
yaitu faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal 
yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-
kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. 
Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau 
anak pidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya 
menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, 
menjunjungtinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga 
tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Anak 
yang bersalah pembinaannya ditempatkan di Lembaga 
Pemasyarakatan Anak. Penempatan anak yang bersalah ke dalam 
Lembaga Pemasyarakatan Anak, dipisah-pisahkan sesuai dengan 
status mereka masing-masing yaitu Anak Pidana, Anak Negara, dan 
Anak Sipil. Perbedaan status anak tersebut menjadi dasar pembedaan 
pembinaan yang dilakukan terhadap mereka. 
Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan 
asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut 
di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan 
peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila 
Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan 
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pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Undang-undang 
ini ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum. Sistem 
Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga 
Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk 
melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak 
pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan 
penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang 
terkandung dalam Pancasila.  
Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana, anak didik 
pemasyarakatan, atau klien pemasyarakatan berhak 
mendapatpembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka 
untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik 
keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media 
cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain 
sebagainya. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, 
diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan 
kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia 
menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai 
menjalani pidananya. Selanjutnya untuk menjamin terselenggaranya 
hak-hak tersebut, selain diadakan Unit Pelaksana Teknis 
Pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, 
diadakan pula Balai Pertimbangan Pemasyarakatan yang memberi 
saran dan pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan sistem 
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pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan yang memberi 
saran mengenai program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di 
setiap Unit Pelaksana Teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya. 
Sama halnya dengan daerah-daerah yang tersebar di Indonesia, 
Sulawesi-Selatan tepatnya di Makassar pun memiliki lembaga 
pemasyarakatan yang berdomisili di Jalan Sultan Alauddin No.191 
Gunung Sari Makassar. Lembaga pemasyarakatan Klas I makassar 
memiliki luas tanah 94.069 m2 yang status pemilikannya adalah hak 
milik, sedangkan luas bangunan seluruhnya 29.610 m2. 
Adapun visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar 
yaitu:  
VISI:  
1. Terwujudnya Lapas Klas I Makassar  
2. Tangguh dalam pembinaan  
3. Prima dalam pelayanan  
4. Unggul dalam pengamanan  
MISI:  
1. Meningkatkan pelayanan serta terwujudnya suasana aman 
dan tertib menuju tercapainya warga binaan yang serta 
berakhlak mulia, berguna bagi keluarga, bangsa dan Negara.  
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B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pelecehan Seksual. 
Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, 
bahwa kejahatan dapat terjadi tidak dengan begitu saja melainkan 
disebabkan oleh beberapa hal tergantung pada jenis kejahatan yang 
terjadi. Pada pembahasan skripsi ini, penulis akan mengkaji terkait 
dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan 
pelecehan seksual. Untuk mengetahui faktor mendorong atau 
penyebab sesorang melakukan kejahatan, kita meninjau hal-hal yang 
terdapat dalam kriminologi. Karena kriminologi sebagai gejala 
masyarakat. Kejahatan Pelecehan seksual sangat banyak terjadi 
dikalangan masyarakat yang bentuk pelecehan seksualnya baik dalam 
bentuk visual, verbal, dan fisik. Sebelum melakukan penelitian, penulis 
berhipotesis bahwa faktor pendorong terjadinya kejahatan pelecehan 
seksual disebabkan oleh adanya berbagai faktor, antara lain 
dipengaruhi oleh faktor dari luar lingkungan (eksternal) dan faktor dari 
dalam lingkungan diri pelaku sendiri (internal), misalnya pergaulan 
bebas, semakin berkembangnya tekhnologi canggih, dan peranan 
korban itu sendiri dalam hal berpakaian yang tidak wajar sehinggah 
mengundang nafsu seksual seseorang yang melihatnya. 
Sebelum melaukan pengajian lebih lanjut penulis akan 
memaparkan data kejahatan pelecehan seksual yang terjadi dalam 
kurun waktu 2011 sampai dengan 2013  di Kota Makassar serta hasil 
penelitian dalam bentuk wawancara pada pihak instansi yang terkait. 
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Penulis melakukan penelitian pada Kepolisian Resort Kota Besar 
Makassar dan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar. 
Penulis melakukan penelitian dengan tempat yang berbeda dengan 
asumsi bahwa data kejahatan pelecehan seksual yang terdapat pada 
dua instansi tersebut akan menunjukkan hasil yang berbeda dan dapat 
menjadi satu penunjang perbandingan antara faktor yang satu dengan 
faktor yang lainnya. Hal iini dipengaruhi oleh beberapa hal yang akan 
dibahas pada sub bab selanjutnya terkait upaya penanggulangan 
kejahatan pelecehan seksual. 
Penelitian pertama dilakukan pada Kepolisian Resort kota Besar 
Makassar dan penulis memperoleh data kejahatan pelecehan seksual 
sebagai berikut : 
 
Tabel 1 : 
Data kejahatan pelecehan seksual pada Kepolisian Resort 
Kota Besar Makassar 
No Tahun Kejahatan pelecehan seksual 
1 2011 61 
2 2012 53 
3 2013 46 
Jumlah 160 
Sumber : Polrestabes Makassar 2014. 
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Tabel 2 : 
Data kejahatan pelecehan seksual pada Kepolisian Resort 
Kota Besar Makassar 
NO. Jenis Kej. Pelecehan Seksual 2011 2012 2013 
1. Kej. Terhadap Kesopanan 9 11 7 
2. Kej. Pemerkosaan 32 29 20 
3. Kej. Pencabulan 20 13 19 
Jumlah  61 53 46 
 
Sumber : Polrestabes Makassar 2014. 
 
Berdasarkan data pada tabel 1 dan tabel 2 di atas dapat dilihat 
bahwa jumlah pelecehan seksual yang terjadi tiap tahunnya cenderung 
menurun tiap tahunnya yakni, pada tahun 2011 terdapat 61 kasus yaitu 9 
kasus kejahatan terhadap kesopanan, 32 kasus kejahatan pemerkosaan 
dan 20 kasus pencabulan. pada tahun 2012 terdapat 53 kasus yaitu 11 
kasus kejahatan terhadap kesopanan, 29 kasus kejahatan pemerkosaan 
dan 13 kasus pencabulan , pada tahun 2013 menurun menjadi 46 kasus 
saja yaitu 7 kasus kejahatan terhadap kesopanan, 20 kasus kejahatan 
pemerkosaan dan 19 kasus pencabulan. Jumlah keseluruhan kejahatan 
pelecehan seksual yang terjadi di kota makassar dalam kurun waktu 3 
tahun terakhir sejak 2011 sampai tahun 2013 yakni terdapat 160 kasus. 
Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus kejahatan pelecehan 
seksual tiap tahunnya terjadi penurunan. Meskipun terjadi penurunan 
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jumlah kasus, namun tingkat pelecehan seksual dikategorikan jumlah 
yang cukup banyak. Maraknya pelecehan seksual yang terjadi di sekeliling 
kita dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab. Pada penelitian ini dalam 
bentuk wawancara di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar. 
Wawancara yang dilakukan dengan Ibu Afriyanti Firman selaku Kepala 
Sub Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Pada wawancara tersebut 
penulis mempertanyakan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi 
kejahatan pelecehan seksual, beliau mengemukakan bahwa : 
Terkait kasus kejahatan pelecehan seksual yang marak terjadi, ada 
banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual 
tersebut. Yang paling banyak terjadi karena mereka suka sama 
suka dalam artian mereka menjalin suatu hubungan (berpacaran), 
faktor perkembangan tekhnologi yang semakin canggih, faktor 
alkohol yang membuat pelaku tidak bisa menahan hawa nafsunya 
dikarenakan pengaruh dari minuman alkohol tersebut dan yang 
paling penting kurangnya pemahaman mereka terhadap hukum . 
 
Menanggapi hasil wawancara tersebut di atas, menurut Ibu Afryanti 
Firman Selaku Kepala Sub Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, 
menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan 
pelecehan seksual karena adanya beberapa hal yakni sebagai berikut : 
a. Pergaulan bebas 
b. Faktor lingkungan 
c. Perkembangan tekhnologi yang semakin canggih 
d. Kurangnya pemahaman terhadap hukum 
e. Faktor alkohol. 
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Selain melakukan penelitian pada Kepolisian Resort Kota Besar 
Makassar, penulis juga melakukan penelitian pada Lembaga 
Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar. Pada penelitian tersebut di 
peroleh data kasus pelecehan seksual. 
 
TABEL 3 : 
Data Kejahatan Pelecehan Seksual pada Lembaga 
Pemasyarakatan Klas I Makassar  
No Tahun Pelecehan Seksual 
1 
2011 137 
2 
2012 128 
3 
2013 122 
Jumlah 
387 
Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Klas I Mks 2014. 
 
Berdasarkan data di atas dapat dilihat jumlah pelaku kejahatan 
pelecehan seksual dalam wilayah Lembaga Pemasyarakatan Klas I 
makassar juga menunjukkan penurunan walaupun perbandingan jumlah 
data kasus yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan lebih banyak 
dibandingkan jumlah Data di Kepolisian Resort Besar kota Makassar 
dikarenakan cakupan wilayah Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar 
lebih luas. Data yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Klas I 
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Makassar pada tahun 2011 terdapat 137 kasus, tahun 2012 terdapat 128 
kasus, dan tahun 2013 juga mengalam penurunan terdapat 122 
kasus.Jumlah keseluruhan kejahatan pelecehan seksual yang terjadi di 
kota makassar dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sejak 2011 yakni 
terdapat 387 kasus. 
Selain dari itu, penulis juga melakukan wawancara dengan pelaku 
kejahatan pelecehan seksual. Melalui wawancara dengan narapidana 
kejahatan pelecehan seksual, berikut hasil wawancara yang penulis 
dapatkan : 
TABEL 4 : 
Hasil Wawancara Narapidana Kej. Pelecehan Seksual pada 
Lembaga Pemasyarakatan Klas I Mks 
No Nama umur Pekerjaan 
Alasan melakukan 
Pelecehan seksual 
1 
Suprapto 18 thn Tidak ada 
faktor menonton film 
porno 
2 
Yosef. J 24 thn teknisi 
Faktor dari korban 
yang berpenampilan 
seksi 
3 
Baharuddin 32 thn Tidak ada  
Faktor pengaruh 
alkohol dan 
berhubung korban 
juga pekerja di 
cafeatau tempat 
hiburan malam 
4 
Asrul 20 thn Tidak ada 
Faktor pengaruh 
alkohol dan 
penampilan si korban 
yang seksi dan nakal 
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5 
Ican 20 thn 
Buruh 
bangunan 
Faktor dari 
penampilan si korban 
dan korban juga 
sedang mabuk 
Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Klas I Mks 2014. 
 
Menanggapi hasil wawancara tersebut di atas, para pelaku 
pelecehan seksual menyatakan bahwa yang mempengaruhi mereka 
melakukan kejahatan pelecehan seksual sebagaimana hasil penelitian 
penulis sebelumnya hampir sama. 
Berdasarkan dari keseluruhan hasil pembahasan di atas dapat 
disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan 
pelecehan seksual sebagai berikut : 
a. Pergaulan bebas yang membuat pelaku terbiasa dengan 
keadaan disekelilingnya. 
b. Faktor lingkungan yang memberikan banyak pengaruh 
dalam bentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh 
sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh 
lingkungan. 
c. Kurangnya pemahaman terhadap hukum sehinggah banyak 
orang melakukan sesuatu tanpa mengetahui dampak yang 
ditimbulkan dari akibat suatu perbuatannya. 
d. Perkembangan tekhnologi yang semakin canggihpenyebab 
terjadinya suatu kejahatan pelecehan seksual karena 
semakin canggihnya tekhnologi sehinggah semua orang 
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dapat mengakses vidio atau gambar-gambar yang tidak 
senonoh yang menimbulkan nafsu seksual.  
e. Faktor alkohol,kasus kejahatan pelecehan seksual juga 
terjadi karena adanya stimulasi diantaranya karena dampak 
alkohol. Orang yang dibawah pengaruh alkohol sangat 
berbahaya karena ia menyebabkan hilangnya dengan 
sekonyong-konyong daya menahan diri dari si peminum. 
Diluar beberapa yang  terjadi, dimana si peminum justru 
untuk menimbulkan kehilangan daya menahan diri, bahwa 
alkohol jika dikonsumsi akan membahayakan manusia 
pertama jiwanya paling lemah. Begitu seseorang yang 
mempunyai gangguan-gangguan dalam seksualitasnya, 
dimana bila mengkonsumsi melampaui batas akan 
menyebabkan dirinya tak dapat menahan nafsunya lagi, dan 
akan mencari kepuasan seksualnya. 
f. Peranan korban atau sikap korban sangat menentukan 
seseorang untuk melakukan kejahatan terhadapnya 
termasuk kejahatan pelecehan seksual. Sebagaimana 
dikemukakan oleh Von Henting (Ninik Widiyanti dan Julius 
Waskita, 1987:133) bahwa “ternyata korbanlah yang kerap 
kali merangsang seseorang untuk melakukan kejahatan dan 
membuat orang menjadi penjahat”. 
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C. Upaya Penanggulangan Kejahatan Pelecehan Seksual. 
Upaya penanggulangan kejahatan perlu dilakukan untuk 
menciptakan ketertiban dalam masyrakat. Dalam melakukan upaya 
penanggulangan tentunya harus dperhatikan faktor-faktor yang 
mempengaruhi sebab-sebab terjadinya kejahatan, sehingga upaya yang 
dilakukan dapat tepat pada sasaran. Berdasarkan hasil wawancara  yang 
dilakukan penulis dengan Ibu Afryanti Firman selaku Kepala Sub Unit I 
Unit VI Perlindungan Perempuan dan Anak,beliau mengemukakan upaya-
upaya apa saja yang dapat dilakukan guna menanggulangi kajahatan ini. 
 Usaha penanggulangan suatu kejahatan, apakah itu menyangkut 
kepentingan hukum seseorang, masyarakat maupun kepentingan hukum 
Negara. Tidaklah mudah seperti yang dibayangkan karena hampir tidak 
mungkin dihilangkannya. Tindak kejahatan atau kriminalitas akan ada 
selama manusia masih ada dipermukaan bumi ini, kriminalitas akan hadir 
pada segala bentuk tingkat kehidupan masyarakat. Kejahatan amatlah 
kompleks sifatnya, karena tingkah laku dari penjahat itu banyak variasinya 
serta sesuai pula dengan perkembangan yang semakin canggih dan 
dipengaruhi oleh kemajuan tekhnologi dan berpengaruh terhadap 
meningkatnya tindak pidana pelecehan seksual, dimana semakin 
meluasnya informasi melalui media elektronik maupun media cetak dari 
seluruh belahan dunia yang tidak melalui tahap penyaringan terhadap 
adegan-adegan yang berbau negatif. 
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Dampak yang ditimbulkan akibat dari tayangan yang berbau 
pornografi mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang 
berkaitan dengan kejahatan pelecehan seksual antara lain pencabulan, 
perkosaan, dan kejahatan terhadap kesopanan. Oleh sebab itu, 
diperlukan upaya menanggulanginya baik secara jalur hukum atau 
tindakan represif dan secara jalur non hukum atau tindak preventif. 
Berikut penulis akan mengemukakan siapa saja yang bertanggung 
jawab untuk menanggulangi kejahatan pelecehan seksual dan apa saja 
yang harus dilakukan. 
 
1. Tindak preventif 
a. Individu 
Yang harus dilakukan oleh setiap individu adalah berusaha 
untuk terus mencoba agar tidak menjadi korban kejahatan 
pelecehan seksual, salah satunya adalah tidak memberikan 
kesempatan atau ruang kepada setiap orang atau setiap pelaku 
untuk melakukan kejahatan. Salah satunya yaitu dengan jalan 
menghindari pakaian yang dapat menimbulkan ransangan 
seksual terhadap lawan jenis. 
b. Masyarakat 
Kehidupan masyarakat adalah suatu komunitas manusia 
yang memiliki watak yang berbeda-beda satu sama lainnya, 
sehingga kehidupan masyarakat merupakan salah satu hal yang 
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penting dimana menentukan dapat atau tidaknya suatu 
kejahatan dilakukan. Dalam kehidupan ini bermasyarakat perlu 
adanya pola hidup yang aman dan tentram sehingga tidak 
terdapat ruang untuk terjadinya kejahatan tersebut. 
 Pencegahan terhadap kejahatan pelecehan seksual yang 
merupakan suatu usaha bersama yang harus dimulai sedini 
mungkin pada setiap anggota masyarakat. Upaya yang 
dilakukan agar mencegah terjadinya kejahatan pelecehan 
seksual yaitu menciptakan suasana tidak menyimpang dengan 
tata nilai yang dianut oleh masyarakat. Adapun usaha-usaha 
yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah yaitu dengan 
jalan mengadakan acara silaturahmi antara anggota masyarakat 
yang diisi dengan ceramah-ceramah yang dibawakan oleh tokoh 
masyarakat dilingkungan tempat tinggal. 
c. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah 
Dalam usaha penanggulangan kejahatan, pemerintah juga 
tidak lepas dari hal ini, mengingat pemerintah merupakan 
perpanjangan tangan dari Negara maka pemerintah 
mempunyai kekuasaan dan wewenang yang lebih tinggi dari 
masyarakat dan bertanggungjawab atas kehidupan berbangsa 
dan bernegara yang aman dan tentram. 
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Banyak hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai 
upaya penanggulangan kejahatan pelecehan seksual 
diantaranya : 
a. Mengadakan penyuluhan hukum 
Upaya penyuluhan hukum sangatlah penting dilakukan 
mengingat bahwa pada umumnya pelaku kejahatan, 
khususnya kejahatan pelecehan seksual adalah tingkat 
kesadaran hukumnya masih relative rendah, sehingga 
dengan adanya kegiatan penyuluhan ini diharapkan 
mereka dapat memahami dan menyadari, bahwa 
kejahatan pelecehan seksual merupakan perbuatan 
melanggar hukum serta merugikan masyarakat, yang 
diancam dengan Undang-undang. 
b. Mengadakan penyuluhan keagamaan 
Agama yang merupakan petunjuk bagi umat manusia 
untuk mendapatkan kesejahteraan hidup di dunia dan di 
akhirat. Melalui penyuluhan keagamaan diharapan 
keimanan seseorang terhadap agama kepercayaannya 
semakin kokoh, serta dimanifestasikan dalam perilaku 
sehari-hari di dalam masyarakat, serta untuk melakukan 
kejahatan menyangkut kejahatan pelecehan seksual 
dapat dialihkan kepada hal-hal yang positif. 
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d. Kepolisian 
Kepolisian sebagai salah satu instansi penegak hukum, juga 
memandang peranan yang sangat penting demi terwujudnya 
kehidupan yang aman dan tentram. Usaha yang dilakukan 
polisi dalam upaya penanggulangan kejjahatn diantaranya 
adalah melakukan patroli rutin untuk meningkatkan suasana 
kamtibnas dalam kehidupan masyarakat, selain itu 
kepolisian juga secara rutin memberikan penyuluhan hukum 
terhadap masyarakat dan semua kalangan. Selain itu aparat 
kepolisian dalam melakukan patroli diharapkan mampu 
membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat 
sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara polisi 
dengan masyarakat yang nantinya akan melahirkan 
kerjasama yang baik diantara keduanya. 
2. Upaya represif 
Selain upaya preventif di atas, juga diperlukan upaya 
represif sebagai bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan 
pelecehan seksual. 
Penanggulangan yang dilakukan secara represif adalah 
upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa 
penjatuhan hukuman atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku 
kejahatan, dalam hal iini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, 
pengadilan, dan lembaga permasyarakatan. 
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Selain itu tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh 
kepolisian, kepolisian juga dapat melakukan tindakan-tindakan 
represif. Tindakan represif yang dilakukan harus sesuai dengan 
prosedur yang telah ditetapkan dan atas perintah atasan tertinggi 
kepolisian tersebut. Tindakan tersebut harus mendapat perintah 
dari atasan dikarenakan jika terjadi kesalahan prosedur dan lain 
sebagainya yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku ataupun 
masyarakat, hal tersebut menjadi tanggungjawab atasan. Sehingga 
aparat yang bekerja dilapangan dalam melakukan tindakan tidak 
sewenang-wenang. Tindakan tersebut dapat berupa pelumpuhan 
terhadap pelaku, melakukan penangkapan, penyelidikan, 
penyidikan, dan lain sebagainya. 
Sementara bagi pihak kejaksaan adalah meneruskan 
penyidikan dari kepolisian dan melakukan penuntutan dihadapan 
majelis hakim pengadilan negeri. 
Sementara dipihak hakim adalah pemberi pidana maksimal 
kepada pelaku diharapkan agar pelaku dan calon pelaku 
mempertimbangkan kembali untuk melakukan dan menjadi takut 
dan jera untuk mengulangi kembali. 
Sementara bagi pihak Lembaga Permasyarakatan 
memberikan pembinaan terhadap narapidana yang berada di 
Lembaga Permasyarakatan berupa pembinaan mental agama, 
penyuluhan hukum serta berbagai macam keterampilan. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1) Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan 
pelecehan seksual di kota Makassar adalah : 
a. Pergaulan Bebas 
b. Faktor alkohol 
c. Lingkungan / tempat tinggal 
d. Faktor perkembangan tekhnologi yang semakin canggih 
e. Faktor kurangnya pemahaman terhadap hukum 
f. Peranan korban 
2) Upaya dalam menanggulangi kejahatan pelecehan seksual, yang 
dapat dilakukan adalah : 
a. Melakukan tindakan preventif yang harus dilakukan oleh setiap 
elemen, diantaranya mengadakan penyuluhan hukum dan 
keagamaan ke sekolah sekolah, masyarakat, warga atau 
kelompok masyarakat yang dilakukan oleh individu, 
masyarakat, pemerintah, dan kepolisian. 
b. Melalui tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak 
hukum yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan yang di 
lakukan oleh pihak kepolisian lalu di lanjutkan penyerahan 
berkas perkara ( beserta barang bukti ) dan tersangka kepada 
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penuntut umum.pihak kejaksaan meneruskan penyidikan dari 
kepolisian dan melakukan penuntutan dihadapan majelis 
hakim pengadilan negeri. Sementara pihak hakim memberikan 
atau menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa 
dilanjutkan dengan menjalani hukuman yang di jatuhkan oleh 
majelis hakim di lembaga pemasyarakatan. 
 
B. Saran 
1. Untuk mencegah terjadinya kejahatan pelecehan seksual sangat 
diperlukan peran korban dan penegak hukum agar jika terjadi 
suatu kejahatan pelecehan seksual hendaknya korban harus 
tanggap dan berusaha mengambil tindakan dan melaporkannya 
kepada pihak yang berwajib serta diperlukan profesionalisme 
dalam menangani kejahatan pelecehan seksual yang terjadi 
ditengah masyarakat. Harus dilakukan upaya untuk menumbuhkan 
kesadaran hukum positif dalam masyarakat dengan cara 
melkaukan penyuluhan hukum. Dalam hal ini juga sangat 
diperlukan peran aktif masyarakat, tokoh masyarakat serta ulama 
memberikan pemahaman mengenai dampak kejahatan dari sudut 
pandang agama, moral etika dan juga mengenai dampak yang 
timbul. 
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2. Selain upaya represif, aparat kepolisian juga harus lebih 
mengintensifkan upaya tindakan preventif agar dapat menekan 
jumlah kejahatan. 
3. Aturan hukum yang dibuat, harus betul-betul diterapkan sebaik 
mungkin sesuai dengan fungsinya. 
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